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BADAN HUKUM PENDIDIKAN (BHP)
( SUATU ANALISIS PERSPEKTIF
ANTARA HARAPAN DAN REALITAS )

Roy Wahyuningsih

ABSTRAK

Kebijakan tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) tertuang dalam Undang-undang No.
0 Tuhun 1999, melahirkan kebijakan tentang otomomi pengelolaan kampus sebagaimana
tercantum dalam PP No. 60 & 61 Tahun 1999, yang dipertegas lagi dengan UU No, 20 tahun 2003
tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 53 ayat (1) sampai (3) menyebutkan bahwa
penyelenggaraan dan atau satian pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau
masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Badan lukum pendidikan sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1), berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
Kemudian, badan hukum pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1} juga berprinsip
nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
Sehingga, untuk kepertuan melaksanakan amanat undang-undang tentang sistem pendidikan
nasional itu pemerintah bersama DPR RI berupaya wuntuk memformulasikan suatu produk
perundang-undangan yang secara khusus mengatur pelaksanaan keberadaan badan hukum
pendidikan di Indonesia.

Berbagai desakan dari semmia pihak sehingga menyebabkan undang tersebut dibatalkan.
Undang-undang tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 45 tentang Kesempatin writeed
mendapatkan pendidikan. UU BHP dipandang tidak sejalan dengan UUD 43 yang menyatakan,
setiap warga negara berhak atas pendidikan. Kehadiran UU BHP telah menimbulkan
tetidakadilan dan ketidakpastian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengabulan

permohonan pembatalan UU BHP adalah jaminan konstitusional perlindungan hak setiap warga
negara untuk mendapatkan pendidikan.

Kata kunci : kebijakan tentang Bedan Hukum Pendidikan,penolakan BHP

“Roy Wahyuningsih adalah Dosen STEIP PGRI
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A. Perspekti Harapan

Pemberlakuan suatu kebijakan dalam
penerapannya temyats tidak mudah, selalu
diwarnai dengan adanya kontroversi,
demonstrasi besar-besaran dan kecaman luar
hiasa dari mahasiswa di sejumlah kota, Namun
demikian, Dewan Perwakilah Rakyat (DPR)
mengupayakan adanya konsensus yang bisa
diterima, yaitu mengesahkan Rancangan
Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan
(BHP) menjadi undang-undang (UU) demi
tegaknya tatanan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bemegara. Temnyata, Sepulub
fraksi di PR pada beberapa tahun yang lalu
sepakat mengesahkan UU BHP dan layak
untuk diterapkan,

Menurut DPR, UL BHP akan menjadi
filer sokaligus protektor terhadap berbagal
praktik liberalinasi pendidikan yang terjadi
welama inl. Dengan UT tersebul, pergumian
tingg tidak bisa lagi membebankan biayn
pendidikan kepada mahasiswa, Namun, di
mata mahasiswa, pengesshan UU BHP justra
akan menjadi hantu bagi dunia pendidikan.
Sebab, beberspa pasal dalam UU tersebut
seakan membiarkan negara lepas (angan
terhadap tanggung jawab pendidikan bagi
warga negaranya. Perguruan tinggi, khususnya
negeri, harus mampu menarik dana masyarakal
karena subsidi negara dikurangi. Kantong
mahasiswa akan diperas habis untuk memenuhi
biaya pendidikan yang diprediksi akan
melambung tinggl (Firmansyah, 2008).

Terlepas dari pro dan kontra mengenai
UU BHP, schaiknya kita melibat praktik
pendidikan yang terjadi selamia ini schingga
benang merah duri kontroversi UL BHI bisa

R —

diurai. Sudah bukan rahssia lagn ji
pendidikan selama ini hanya menguntun
kelas berpunya. Masih segar dalam ingata
kita, heberapa tahun lalu sebuah surat kabag
nasional memberitakan salah seorang
mahasiswa dari daerah yang harus gigit ja

karena fak bisa menjadi mahasiswa kedokleran
di universitas fivorit. Tt disebabkan din tidak
mampu membayar uang pembangunan _
mahal meski dia lolos dalam ujian seleksi
Sedangkan mahasiswa berkantong tebal bi
dengan mulus masuk perguruan tinggi melalul
jalur khusus meski tidak lulus njian seleksi.

Kondisi tersebut berimbas  kepads
kualitas sumber daya manusia (SDM) kita
Hetapa tidak, dari 5,6 juta manusia muda yan)
berpendidikan SLTA, ternyata hanya 1.6 jut
yang bisa mengenyam pendidikan tinggi
Sementara yang lainnya harus rela berijs
SLTA hanya karena terganjal masalal
mahalnya biaya pendidikan. Karena itu, tida
perlu menutup muka jika kualitas pendidikas
negeri ini merosot dan menempati urutan
110 dari 173 negara versi ffuman Develop "
Index (HDI).

Padahal, UUD 1945
mengsmanahkan dengan jelas babwa i
memiliki kewajiban memberikan pendidik
yang layak bagi warga negaranya.
anchnya, mengapa pemnerintah mengesahkes
UU BHP vang notabene bertentangan deng i
semangat kesejahteraan rakyat yang te
dalam UUD 19457

Pertama, pendidikan saat ini teld
berada di bawah tekkanan pemilik mod;
Indonesia yang kini menganut sistem ckonon
liberal terpaksa menempatkin negin sebagal

m MEDIA EDIST MARET - APRIL 2010

penjamin bagi keberlangsungan sistem
ckonomi pasar, Terobosan ini memang bermula
dari pencopotan semua layanan publik dari
negara, namun lama-kelamaan menjadi upaya
melikukan kapitalisasi semua bentuk layanan
publik, Termasuk juga di dalamnya lembaga
pendidika.

Pendidikan yang scjatinya merupakan
institusi pencerahan lambat laun berubah
menjadi lembaga berorientasi pasar. Dalam
sebuah pasar, logika yang berlaku adalah
meraup keuntungan sebesar-besamya dengan
midal sekecil-kecilnya. Dan, konsumen utama
logika tersebut dalam dunia pendidikan tentu
snji siswa dan mahasiswa. Setidaknya ada dua
jalur bagaimana logika pasar itu bergerak
dularn pendidikan.

Jalur pertama, intervensi materi (baik
pelajaran maupun sistem pengajaran  yang
¢ocok bapi kepentingan dan kelancaran
produksi). Jalur kedua, menyuplai segala
kebituhan sekelah, mulai dan buku, seragam
hingga kurikulum. Dengan kata lain, sekolah
ik ubahnya pasar swalayan. Nah, RUU BHP
|ika disahkan, nantinya akan menjadi payung
hukum bagi komersialisasi pendidikan
tersehut.

Kedua, pendidikan selalu berhubungan
dengan pengaruh politik. Politik tersebut
Mldesakkan dalam dunia pendidikan untuk
mempertahankan stalus gquo penguasa.
Nebenarnya dengan menelurkan RUU BHP,
pemerintah sadar bahwa biaya pendidikan akan
milambung tinggi dan yang akan terhempas
ety sajn masyarakat miskin,d Tapi, hanya
dengan corn itulah penguata bis, Gerus
mmempertahankan politik massa menyambang

{floating mass), Menjaubkan  masysrakat
dominan dan gerbang pendidikan agar mudah
memanipulasi kesadaran mercka,

Tujuannya apa lagi kalau bukan untuk
kepentingan politik. Misalnya saja saat pemili
berlangsung. Dengan massa mengambang,
penguasa dan elite politic bisa dengan mudah
meraup massa banyak dengan menggunakan
beragam cara, mulai politik kotor hingga
money politic lanpa mendapat kritik  dari
masyarakat, Di samping itu, politik massa
mengambang, menurut Habermas, jugh
berfungsi sebagai kontrol, pengawasan
tethadap gerak-gerik masyarakat, Dengan
demikian, meminjam istilah Pramocdya
Ananta Tocr, masyarakat ibarat berada dalam
rumah kaca.

Benar memang pemerintah memiliki
program “mulia” terkail dengan pendidikan.
Misalnya, gerakan nasional orang tua asub
(GNOTA), wajib belajar 9 tahun, dan
masyarakat bebas buta aksara. Tapi, dalam
realitasnya, program tersebut tak pemah
berhasil optimal. Bukan karena masyarakal
miskin tak mau mengenyam pendidikan,
melainkan karena program yang dijalankan
tidak tepat sasaran dan tidak menyesuaikan
dengan kullur setempat.

Akibatnya, yang terjadi, masyarakat
tctap berkubang dalam kemiskinan dan
kebutaan pengetuhuan. Parahnya lagi, kondisi
ini justru dimanfoatkan negara dan kaum
kapital untuk lagi-lagi meraup ketntungan
dengan menggiting massa menjadi burub
murah. Ini sungguh sebuah ironi. Padahal, &
tengah krisis saat ini, masyarakat
membutubkan pendidikan dalam arti sejati.
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Dalam hal ini mereka perlu mendapatkan
pengetahuan dan wawasan unluk terus
mengembangkan diri dan menggali potensi
sehingga dapat bangkit dari krisis. Dengan
pendidikan yang demikian, rakyat tak lagi
menjadi ohjek yang gampang ditindas dan
dibodahi,

Dijelaskan juga tentang Biaya
pendidikan pada Rancangan Undang-Undung
Badan Hukum Pendidikan (RUU BHF) telah
mengakomodasi masyarakat miskin. Bab
pendanaan telah disepakati Komisi X DPR RI
dan Departemen Pendidikan Masional, dan
telah ada pengaturan pembiayaan antara
pemerintah, pemerintah dacrah, BHP dan
masyarakat.

"Ketua Tim Perumus RUU BHP
sekaligus anggota Komisi X DPR, yaitu Anwar
Arifin mengatakan, untuk pendidikan
menengah dan tingg, masyarakat akan
menanggung paling banyak scpertiga biaya
operasional pendidikan. Pemerintah pusat dan
pemerintah daersh bersama badan Hukum
Pendidikan Pemerintah (BHPP) dan Badan
Hukum Pendidikan Pemerintah Daecrah
(BHPPD) akan menanggung biaya operasional
minimal seperdua. Sedangkan untuk
pendidikan dasar, pemerintah dan pemerintah
dnerah akan menanggung semua biaya, kata.
Sisanyn, scpercnam dari biaya operasional,
bisa dittupi dari sumbangan masyarakat
Misalnya, dalam bentuk zakal, infak, dan
sedekah. Bisa juga dari program Corporale
Social Responsibility (CSR) perusahaan. BHP
wajib menjaring dan menerima warga Negarn
Indonesin (WNI) yang memiliki potensi
akademik tingg, tapi dari sisi ckanomi kurang

mampu. Pasal 46 dalam RUU BHP disebutkan,
jumlah siswa/mahasiswa ini paling tidak 20
persen dari jumbah selurub siswa/mahasiswik
“Dengan pasal tersebut, BHP tidak boleh
menckan mahasiswa. Malah, BHP seharusnya
berfungsi schagai lembaga filantropik dengar
memberi beasiswa,” kata Anwar. katanya,d
Dikatakan pula, umusan pendanann BHP kalis
inii telah berpihak kepada masyarakat, sehingga
tidak akan terjadi liberalisasi dan]
komersialisasi pendidikan. Rancangan:
terscbut juga telah berpihak pada orang miskin. |
Semua yang berbau new capifalism dan '
liberalism telah hilang” (Jumal Nasional
Pendanazn, Online).
Menurut Direktur Jenderal Pendidiks

Tinggi Departenen Pendidikan Nasional Fasli
Jalal, semua peserta didik akan membayar
biaya pendidikan. Bagi mercka yang tidake

pada beasiswa atau pada pibak lain. engan i :
kita sepakat, masyarakat yang tidak mampu
bisa mendapatkan beasiswa. MNamun
pengamat pendidikan yang juga Guru
Emeritus Universitas Negeri Jakarta HAR
Tilaar menolak adanya RUU BHP
Menurutnya, dalam RUU tersebut masih
terbuka celah kea rah liberalisasi da
komersializasi. “Jikn nanti kampus menai
SPP tanpa tanggung-tanggung karena bia
operasional juga naik, siapa akan mengontrol?
1. Antara Welfare State vs Nachwach-
taersstaal
Dalam hol ini, terjadi dua kubi
perdebatan yang sangat sengit saat itu; ants
kaum kapitalisme-liberal yang menganut

. e —

yang menganut paham welfare stue. Para
penganit paham  kapitalisme-liberal  yang
mengkonsumsi teori Adam Smith
menghendaki pembatasan aiau pengurangan
kekuasaan, peran dan campur langan negara
dalam kehidupan ekonomi warganya. Mereka
menganjurkan agar perputaran ckonomi
diserahkan pada mekanisme pasar. Negara
hanya sebagai pengrawas dan sekedar berfungsi
sehagai penjaga malam saja (nachwach-
tnersstaat). Para penganut pakam ini beralasan
bahwa keadilan ckonomi hanya skan tegadi
jika perputaran roda ekonomi bukan menjadi
unggungjawab negara tetapi discrahkan
kepada mekanisme pasar.

Sementara para penganut sosialisme
lehih menghendaki campur langan negara
dalam kehidupan ekonomi warganya dengan
pepulasi yang ketat dan terkonirol. Kaum
posialisme khawstir jika perscalan ekonomi
discrahkan pada mekanisme pasar, akan
menimbulkan resiko kompetisi yang tidak
schat, monopoli dan prakick bisnis hitam.
Terjadi sentralisasi dan polarisasi penguasaan
asct-tset ekonomi ke tangan pelaku bisnis
raksasa yang kemudian bisa mendikte dan
mengendalikan negara. Kaum sosialis
mengkritik cara pandang kaum liberal-kapitalis
tentang resiko frec market yang ftidak
dikendalikan melalui regulasi yang kefat olch
negara akan mengakibatkan ketimpangan dan
ketidukadilan ekonomi antara kelas-kelas
posial dalam sebual negara dan antar negara-
negars di dunia. Dalam paham negara
kescinhternan fwelfare state), negars memiliki
uinggungjawab soutal untuk mengurusi kaum
tidak berpunya, Selain negarn juga dituntut

untuk mengendalikan perpularan dan
kepemilikan akses-akses ckonomi seadil-
adilnya. Karena i, negars dituniut berperin
lebil sosial. Tidak sekedar berfungsi sehagai
pegara penjaga malam schagaimana dokirin
kaum liberal-kapitalis,

Mamun pada akhimya, sebagaimana
kasus perang dingin (PD 11) perang ideologi ini
akhirnya dimenangkan oleh kaum kapitalisme-
liberal atas kaum sosialis. Karena sejak tahun
1970, terjadi gelambang privatisasi,
dercgulasi, dan debirokratisasi besar-besammn
di Inggris, di Perancis, di Jerman, di Jepang,
dan di Amerika Serikat. Bahkan hampir semus
negara di dunia dipaksa olch keadaan untuk
mengadakan privatisasi terhadap badan usaha
yang sebelumnya dimiliki dan dikelola oleh
pegara. Dengan perkataan lain, konsepsi
negara kescjahteraan (welfare stafe) yang
secbelumnya mengidealkan perluasan
tanggungjswab negara ke dalam urusan-urusan
masyarakat dan pasar, pada masa kini dituntut
untuk melakukan liberalisasi dengan
mengurangi peran untuk menjamin efisiensi
dan cfektifitas pelayanan umum yang lebib
memenuhi harapan rakyat,

Beberapa orientasi liberalisasi
ekonomi ini juga pada akhimya mengarah pada
dunia pendidikan. Setfingan pasar bebas yang
‘menjebak’ negars dengan memasukan
pendidikan sebagai sasaran privatisasi
akhimya juga berimbas ke beberapa negara
berkembang. Dengan alasan menutupi devisit
APBN dan menggenjot pertumbuhan ekonomi
negara, maks beberapa aset negam yang
sebenamnys ‘haram' untuk  diprivatisasi,
akhirya juga terkena proyek privatisasi
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tersebut,

Pendidikan diangap sebagai ladang
strategis proyek privatisasi Termasuk
Indonesia dengan menggolkan proyek otonomi
kampus melalui UU Badan Hukum
Pendidikan. Jika dilihat dari sejarahnys,
praktek otonomi kampus di Indonesia bermula
dari Jahimya peraturan pemeriniah (FP) No. 60
dan 61 tahun 1999, tentang perubahan
perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi Badan
Hukum Milik Negara (BHMN). Kemudian
diperkuat dengan UU No 20 tahun 2003 tentang
Sisdiknas yang mencantumkan BHI pada pasal
53, Prakick otonomi kampus yang pada
mulanyn berbentuk BHMN ini lahir dari PP
ponor 60 dun 61 thun 1999 yang di uji coba di
A universitan tertinggl di Indonesia yait U,
UM, 1P, dan ITH mulad tabun 2000
Wemudian disusul oleh dun universiias lainnya
pichin tadion 2004 yaitu UPL dan LUISL

i kedua PP tersebut, maka dipiliblah
emput pergunuan tinggi neger untuk dijadikan
Perguruan Tinggi (PT) BHMMN. Keempat
pergunian tinggi tersebut adalah UL IPB, ITE,
dan UGM. Keempat PTN terscbut diben
kewenangan untuk mengatur keuangan sendin
serta menutupi kekurangan dana operasional
pendidikan, Salah satu cara yang ditempuh oleh
keempat PTN terscbut adalah dengan cam
menaikan SPP bagi mahasiswa, Setelah
ditelusuri lebih jauh, ternyata BHMN
merupakan prakondisi menuju BHP.

Pada awalnya, BHP menjadi polemik
cukup serius ketika baru gebapai rancangan.
Demonstrasi yang menuntut pembatalan
pengesahan RUU menjudi UU BHP it marak
terjudi di Indonesia. Utamanya dilakukan oleh

R

mahasiswa, Alasan nyata vang disusrakan
penentang BHP adalah babwa negar telalf
ferjebak skenario pasar bebas yang mengineal
dunia pendidikan sebagal sasaran bisnis ba -‘;
Beherapa aset-aset ckonomi strategis  lai
gelain pendidikan telah jatuh ke tangsn
perusabaan-perusahaan raksasa asing At
dalam bahasa ckonominya Multinational
Corporation's (MNCs). Dan pendidika
menjadi target h:fikuhl}'ﬂ..ﬂleh karenan _I
setelah pemberlakukan RULU menjadi U BHE
oleh DPR. pada bulan Desember lalu, mak
upaya hukum yvang bisa dilakukan masyarak:
uniuk menuniul pembatalan UL BHP in
adalah melalui mekanisme judicial review ki
Mahkamah Konstitusi.

Rahim BHP secara yundis te
didalam Pasal 53 UU N0 20 Tehun ;
tentang Sisdiknas. Salah satu ayat dalsm Pasal
53 UL No 20 Tahun 2003 tentang Sisdikna
mengatur keterlibatan warga masyaraka
dalam hal pengelolaan keuangan dalam
mekanisme BHE. Kemudian lebih rinci dalan
U BHF, aturan ini juga memberi peloan|
kepada masyarakat untuk terlibat dalam dunig
pendidikan. Hal ini berdasar pada pasal 4 ayald
dalam undang-undang tersebut terschut ng
berbunyi: salah satu prinsip dari pengelolaa
pendidikan formal oleh Badan H i
]‘endidﬂ:snndalahﬂtmmni.]riituk |

Ini berarti dalam BHP, setia
penyelenggara satuan pendidikan, baik formal
mupupun non formal, buaik don tingkat dosa
hingga ke tingkat pendidikan tinggi dibes
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keleluagaan dalam hal kewenangan dan
kemampuan untok  menjalankan  kegiatan
secars mandinl baik dalam bidang akadembk
maupun non akademik. Satuan pendidikan
bebas melakukan kebijakan secara mendiri
membentuk ofonomi  yang diinginkan dan
melibatkan masyarakat sesuai dengan pasal 53
LI Sisdiknas No.20 tahun 2003, Tidak ada
penjelasan lebih lanjut mengenai batas
keterlibatan masyarakat ataupun kalangan
masyarakat seperti apa yang dapat terlibat
dalam pendidikan dalam UU BHP tersebut. Hal
ini yang dikhawatirkan menimbulkan
interpretasi ganda terhadap keterlibatan
pengusaha (baca; investior) yang ingin
berinvestasi dalam dunia pendidikan.
Menjadikan pendidikan sebagai lahan bisnis.
Selalipus mereduksi tanpgungjawab negara,
1. MembukaPeluang Korupsi

Berbeda dengan BHMN yang masih
menggunikon kats Nepara dalam redaksinya,
Maka dalam BHP, peran negara betul-betul
1elah direduksi secara sistematis. Walaupun ada
#alnh satu pasal dalam UU BHP yang mengatur
kiswsjiban negara mendanai 50%6 untuk biaya
operasional dalam PT tersebut, namun hal ini
masih disangsikan. Mengingat dalam redaksi
konstitusi suja telah ditepaskan negara wajib
menjamin anggaran 20 persen untuk biaya
pendidikan di Indonesia, tetapi nyatanya tidak
pernah terealisasi.

Hal lain yang juga dikhawatirkan jika
penyelenggaraan satuan pendidikan melalud
mekanisme BHP adalih terbukanya peluang
korupsi secarn sistematis, Tentunyn kita masih
inpat denpgan berits tentang dugaan korupsi di
beberapa FTN yang dimuat koran nasional dan

lokal beberapa wakiu lalu. Menygy keyakinan
penulis, tharat durian, bay korupsi itu
scbenamya sudah lercium mapyn langkah
hukum untuk menyelesaikannyg (erkendala

prosedur acara. Disamping ads konspirasi
politik yang medelegitimasi  independensi
bk,

Oleh karenanya, jika pady saat belum
BHF saja yang pengelolaan keygnpan masih
diawasi olch pemeriniah pusat, prakiek korupsi
itu sudah terjadi, bagaimana jiks pengelolasn
keuangan itu dikerjakan secsrs mandis?
Karena ketika dulu sistem pelapoggn keuangan
miagih secara hierarkis {sll'ukl'ﬂml]., maka pada
BHP, pengelolaan termasuk pelaporan
kevangan tersebut dilakukan secars internal
yang membuka peluang konspiragi terjadinya
praktek korupsi yang dilakukan pejabal PT,
Ban ini bisa saja tejadi kareny pusat tidak
memiliki kewenangan untuk mengawasi
pengelolaan keuangan selain yang 50 persen
tersebut, 50 persen sisanya dilaporkan
kemana?
3. Perjanjian Investasi; Berpotensi

Rugikan Perguruan Tingg|

Hal lain yang juga patul kita cermati
dalam UU BHP adalsh keterlibaran modal
asing atau investasi diluar subsid; pemerintah
yang akan menopang penyelengparaan satuan
pendidikan tersebul. Pengaturan tengang ini
juga terdapat dalam PP No 77 Tahun 2007
tetang keterlibatan modal using dalam
pendidikan. Alasan sakral pemerintah
menggolian proyek BHP terschug 53a1ah apgar
masyarakal bisa membantu Menangani biaya
operasional. Salah satu komponey masyarakat
disini dalam bahasa ckonominya bisa
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ditafzirknn  péngusahn  atou  investor yang
memiliki modal. Disamping slasan lain balwa
negara tidak memiliki eukup modal untuk
membizyai keseluruhan anggaran pendidikan,
maka perlibatan modal asing dan modal
investasi dimungkinkan (walaupun alasan ini
sudah terbantahkan dengan fakta banyaknya
sumber-sumber ekonomi lain yang bisa
dialokasikan untuk membantu biaya
pendidikan).

Oleh karena itu, kita bisa menglaji
persoalan ini secara lebih obyektif. Dalam
hukum peranjian, syamt dasar timbuloya
perjanjian adalah bermula dari adanya itikad
bafk oleh kidun belah pihak uniuk saling
bekerjnuama, sebab yang halal, dan saling
menguntunghan (dolam arti tidak ada
kecurmngan  didalamnya). Nah, karena T
membutubkan modal untuk  membantu
pembiayann sekior pendidikan (diluar subsidi
negam), makn PT tersebut akan mengadakan
kerjasama bantuan modal pendidikan dengan
beberapa perusaliaan (asing atau lokal).

Disinilah potensi konflik itu kemudian
muncul. Selama ini tanggapan balik (kalau
tidak dibilang upays penyelamatan) yang
sering dilontarkan oleh para perumus UU BHP
mauptn yang pro ferhadap UU BHP adalah
hanya melibat dari sudut pandang positif
perjanjiannya saja, bahwa perjanjian alan
membawa keuntungan kedua belah pihak.
Bagaimana jika kita membalik paradigmanya
kearsh negatif thingkingnya. Bagaimana jika
dalam proses berjalannya perjanjian tersebut,
pihak PT melakukan ingkar janji (bahasa
hukumnya; wanprestasi) yang resikonya bisa
menimbulkan kerugian bagi mitra dalam

perjanjian ilu. Maks dalam resiko perjanjinn,
pihak yang tidak mielaksanakan kewajiban
harus membayar denda atas kelalaian hulourm
yang diakibatkan olehnya.

Jika ini terjadi, maka pihak PT a
membayar kerugian tersebut denga N
mengambil alokasi SU persen yang berasal dari’
hantuan pemerintah. Jika itu tidak cukup, maka
PT akan menempuh kebijekan klasiky
menaikan SPP mahasiswa untuk me -

tersebut.
Pertanyaan lainnya adalah bagai
jika datam perjanjian tersebut, salah satu pihak
(taruhlah PT atan mitra perusahaan) memili i
itikad burek? Yang dimaksud disini sdalahy
karena dikampus terdapat ilmuwan
peneliti-pencliti yang jasanya bisa dipakai
dibeli dengan uang untuk kepentingam
perusahaan, maka tidak m:nutu'
kemungkinan, kecerdasan intelektual il
diselewengkan untuk kepentingan perusahaan
yang tidak pro rakyat. Banyak kasus yang
menyebutkan fenomena pelacuran intelektual
yang menback-up proyek-proyek hitam
pemerintal maupun perusahaan-perusa -
linth. Jika hal ini terjadi maka pihak PT akan
dimintai pertanggungjawaban dan memiku
dosa sosial vang teramat berat dikemudia
hari, Kampus yang seyogyanya menjadi mitr
masyarskat dengan penemuan-penemuan
ilmiahnya yang membantu meringankan n
masyarakat ferjebak pada godaan shyahw
materi dan melacurkan intelektualnya.
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BUHEF dibundingkan jiks penyelenggaraan
pendidikan  masth  mengadi  tanggungjawab
pemerintah, Salah satu poin penting dalam
pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan
kehidupan bangsa. Oleh karena itu, setinp
warga negam Indonesia berhak memperoleh
pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat
dan bakal yang dimiliknya tanpa memandang
status sosial, ras, ctnis, agama, dan gender
Pendidikan berfujuan untuk mencerahkan,
membebaskan dani perbudakan, bukan untuk
membodohkan, menciptakan kolonialisme
lokal Dan BHP adalah bentuk bamn dari
kolonialisme lokal it

B. Perspektif Realitns

Informasi terhangat dalam dunia
pendidikan kita soat ini adalah pembatslan
I'ndang-Undang BHP (Badan Hukum
Pendidikan) oleh Mahkamah Konstitusi pada
0 Maret 2010. Padahal menurut Raharjo
{2010}, pemerintsh Mendiknas di depan para
Rektor P'TN dan UIN se<Indonesia di Makassar
beberapa waktu Iale mendesak agar PT yang
snnt ini sudah berstatus BHMN segera
mengusulkan menjadi BHP. Yang sudah BLU
segers mengusulkan menjadi BHMN, dan yang
masih konvensional segera mengurus menjadi
BLU. Himbauan lisan it telah ditkuti dengan
himbauan ftertulis secara resmi. Beberapa
perguruan tingei juga telah merespons
himbauan Menter dengan menyusun proposal,
Dengan  pembatalon tersebut tentn semua
isulan mandek, alias tidak jadi diternskan

Paling tidak terdapat lima alnsan ME
menggugurkin ekilitensi BHP {Djakaria,

2010), meliputi:

1}

)

3)

4)

Ul BHP mempunyai
banyak kelemnhan  baik
secara yuridis, kejelasan
maksud dan  keselarnsan
dengan UL lain.
UL BHP mempunyai
asumsi penyelenggara
pendidikan di Indonesia
mempunyai kemampuan
sama. Tapi, realitasnya
kesamaan Perguruan
Tinggi Negeri (PTN) tak
berarti smua PTN
mempunyai kesamaan
yang sama.
Pemberian otonomi
kepada PTN akan
berakibat beragam. Karena
lebih bamyak PTN yang
tidak mampu menghimpun
dana karena terbatasnya
pasar usaha di tiap dacrah,
Hal ini akan menyebabkan
terganggunya
penyelenggaraan
pendidikan,
UL BHP tidik menjamin
tercapainya tujuan
pendidikan  nasional dan
menimbulkan kepastian
hukum., UU BHP
bertentangan dengan pasal
28D ayat 1, dan Pazal 31
LD 1945,
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5) Prinsip nirlaba tak hanya
bisa diterapkan dalam BHP
tapi juga dalam bentuk
badan hukum lainnya.

Sejak semula undang-undang ini telah
mengundang pro dan kontra, Selain lima alasan
yang disarankan, Undang-Undang BHP
dikhawatirkan menjadikan perguruan tinggi
semakin komersial dan program studi tertentu
hanya bisa dijangkau olch yang berduit.
Kekhawatiran itu sudah terbukti. Beberapa
perguruan tinggi yang berstatus BHMN (Badan
Hukum Milik Negarn) menarik beaya sangal
el untuk program studi tertentu. Akibatnya
yaingg bisa manuk ke progrem studi it hanya
miokn yong pumyn uang tebal Masyarakat
kelas bawah sulit menjangkannya, sehingga
pendidikan hanya untuk kaun the have, Fakia
lh betlowanan dengan undang-undang yang
menyatakan bahwa seliap warga negar berhak
memperoleh pendidikan yang layak.

ME juga berpendapat, UU BHP
mendasarkan pada asumsi bahwa
penyelenggara pendidikan di Indonesia
mempunydi kemampuan yang sama uniuk
melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam
ULJ BHP. Hal demikian tidak melihat realitas
bahwa perbedaan kemampuan antarpergurian
tinggi negeri (PTM)sangatlah jelas terlihat.
Artinya, pemberian otonomi kepada PTN
dalam bentuk BHP akan mempunyai akibat
yang sangat beragam. "Meskipun ada beberapa
PTN yang mampu untuk menghimpun dana,
justru lebih banyak PTN yang tidak mampu
menghimpun dana karena terbatust © pasar
usaha di masing-masing daerah dan

terbatasnya modal investash serta sumber dayi
manusia yang mempunyai kemampuan
kewirausahaan," kata Mahfud, Akibamya,
menurut MK, pasti akan menyebabkan
terganggunya penyclenggaraan pendidikan.
Apalagi, terdapat ketentuan dalam UL
BHP bahwa apabila temyata kemampuan
kenangan suatu BHP sangat jelek maka tidak.
termutup  kemungkinan untuk  dipailitkan,
Dengan demikian, MK berpendapat bahwa UL
BHP tidak menjamin lercapainya tujuan
pendidikan nasional dan menimbulkan
ketidakpastian hukum, Padahal, berdasarkan
UL 1945, (dalam bidang pendidikan) negars
mempunysi peran dan tangguag jawab yang
L, _
Yang menjadi pertanyaan, tepatka
lingkah yang dilakukan MK dan memang
sejatinys bagi kemajuan dunia pendidikan di
Indonesin? Ancka kalangan pun unjuk
srgumen, Bahkan, tak sedikit kalangan yang
menyebutkan balwa UU BHP tersebut sebaga
bentuk penolakan terhadap semang
penyeragaman dan mekanisme pasar bebas
atau liberalisasi dalam pendidikan.
Hal itu ditegaskan Rektor Universitas Is
indonesia (UI) Yogyakarta Prof Edy Seand
Hamid. Menurut dia, langkah itu juga
melambangkan putssan hukum yang
mengharapkan pemerintah mempunyai
tanggung jawab lebih besar dalam mendidik
masyarakat (Rosndya, 2010). Bagi Edy
Suandi, perubahan paradigma masyaraks
terhadap pendidikan menyebabkan seluruli
institusi perguruan tinggi terus bersaing um :
memantapkan cksistensinya sebagui perguruag
tinggl yeneg berkualitis, Dengan demikian,
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sehuah pergurusn tinggh mampu memberikan
kontribusi dalam perkembangan ilmu
pengetahuan dan menjawab tuntulan
kebutuhan masyarakat, baik di tingkat lokal
maupun global,

Kalangan politisi pun tak mau
ketinggalan, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI,
misalnya, menilai putusan MK itu adalsh
langkah tepat agar pelayanan pendidikan dapat
diakses seluruh wargs negara Indonesia.
"Dengan dibatalkannya UL BHP maka
pendidilean di perguruan tinggi negeri berstatus
Badan Hukem Milik Negara (BHMN) yang
hanya dapat diakses oleh masyarakat mampu,
hisa kembali dinkses oleh selurub masyarakat
Indonesia,” kata anggota Komist X DPR RI
dari Fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Dedi
Gumelar. Dikatakannys, Perguruan Tinggi
Megeri (PTN) berstatus hukum BHMN yang
mengeloln anggaran secara olonom
memberlakukan biaya pendidikan dengan
mahal schingga hanye masyarakat mampu
yang dapat mengaksesnya, Kondisi ini tidak
gejalan dengan UUD 1943 yang
mengamanahkan setiap warpa negara berhak
mendapat pendidikan, Maksudnya, meskipun
amnk dari keluarga tidak mampu tapi memiliki
kemampuan intelekival dia juga berhak
mendapat pendidikan di seluruh. pergurian
fingel negarm yang ada.

Mamun dengan diterapkannyd status
hukum BHMN kepada empat PTN yokni
Universitas Indonesia (UT), Institut Teknologi
Handung (ITH), Institut Pertanian Bogor (IPB),
dan Universitas  Gojabmeda (UGM) maka
weearsy tidek langoung pemeriniah telah
imembuat dikotomi perguiuan tinggi elite dan

perpuruan linggl reguler,

Karena itw, Fraksi PDI Perjunngan
mendesak pemerintah untuk segera
mengambil langkah pembenahan terhadap
status hukum empat perguruan tinggi negen
(PTN) menyusul pembatalon UU BHP oleh
Mahkamah Konstitusi, Agar persoalan siatus
tukum empat BHMMN ini lebih jelas, katanya,
Fraksi PDI Perjuangan meminia pimpinan
DPR RI segers melakukan konsultasi dengan
Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh
pemahaman yang benar atas putusan
pembatalan UU BHP serta implikasinya.
Prediksi Munculnya Masalah Baru

Tapi, tunggy dulu. Kalangan yang
menolak pembatalan UU BHP pun bukannya
tidak ada. Rektor Universitns Pendidikan
Masional Denpasar Prof Dr Sri Darma,
misaluya. Dia menilai, pembataten UU BHP
hanya akan menimbulkan masalah baru. Hu
hanye akan menimbulkan masalah baru bagi
pergunian tinggi dan satuan pendidikan yang
selama ini belum meneraphken tata kelola
keunngan dengan baik. Mamun demikian,
bagi perguruan tinggi dan satuan pendidikan
yang telah menerapkan tata kelola Keuangan
dengan baik, pembatalan BHP itu tidak
masalah. Prof 5 Darma menjelaskan,
pemnbatalan BHP oleh MK tersebut didasari
atas banyaknya PT dam ST yang
menyalahartikan persepsi tata kelola
tersebut, dengan memungut dana yang besar
dari mahasiswa afau masyarakal dengan
alasan untuk meningkatkan mutu pendidikan,
Padahal, seharvznya sckolah atsu perguruan
tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan
dopal mencari sumber-sumber dana lain,
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bukan memungul begitu saja dari mahasizwa

atan masyarakat, Dengan adanya pembatalan -
BHP olch MK itu, in menyarunkan kepada

pemenntah untuk membuat undang-undang

yang mengatur tata kelola PT dan ST dengan

baik.

Berdasarkan penerapan undang-undang
baru tersebut, nantinya PT .dan ST dapat
melakukan pengelolaan secarn {ransparansi
dalam meningkatkan mute pendidikan.
Pengelolaan lembaga pendidikan tinggi dan
satuan pendidikan diserahkan kepada
masyarakat untuk menilainya.

Sti Darma mencontohkan Undiknas,
salah satu lembaga pendidikan tinggi di Bali
selama ini swdah menerapken tata kelola
dengan baik, sehingga tidak ada masalah
tethadap pembatalan UL No 92009 tentang
BHP tersebut. Undiknas dalam tata kelola it 70
persen pemisukan keuangan dikelola olch
pergurian tinggi dan 30 persen oleh yayasan
untuk pengembangan. Dengan cara itu
keduanya dapat begjalan serasi, tanps ada
permasalahoen, denpan harapan mampu
mewujudkan mutu pendididikan yang menjadi
idaman masyamkat,

Keberatan senada muncul dari Relktor
Universitas Negeri Semarang (Unnes) Prof
Sudijono Sastroatmodjo. Dia menilai
pembatalan ULl BHP akan memimbulkan
permasalahan baru. Ibaratnya, selunih orang
diarahkan berjalan ke Utara dan sejumlah orang
mungkin sudah sampai ke tempat tujuan.
Wamun, tiba-tiba jalan menuju tempat ifu
dihapuskan, tentunya masalah baru akan
muncul. "Unnes sebenarnya telah

amanat UL BHP, tetapi dengan pembatalan
UU tersebut tentunya membuyarkan sclunih
persiapan yang telah kami lakukan selama ini.
Sebenarmnya UU BHP justru mencegah
terjadinya  komersialisasi pendidikan, schab
penghimpumnan dana dan masyarakat oleh PTN
dibatagi. Dalam UU BHP, PTN hanyn
diperbolehkan menghimpun dana dari
masyarakat scbesar 30 persen, 50 persen
pemerintah, dan sisanya PTN boleh mencari
sendiri tapi tidak boleh menarik dari
masyarakat. Cleh karena itu, kata Sudijono,
pembatalan UU BHP dikhawatitkan justru
akan menimbulkan upaya komersialisasi
pendidiken, mengingat tidak adanya
pembatasan  penghimpunan pendanaan -iuill
PTN kepada masyarakat,

Karena keputusan MK sodak
berkekuatan  hukum tetap dan tidak bisa
diganggu gugal, maka pemerintah, datam hal
ini Kementerian Pendidikan Nasional), harag
memaiuhinya dan segera mengambil langkah
kebijakan sehagai konsckuensi pembatalan itu,
Pembatalan itu menjadikan perguruan tinggi
kembali ke sistem konvensional, yakni
menjadi perguruan tinggi milik publik yang
biza dizkses oleh semua warga.

C. Kesimpulan dan Rekomendasi !

Mafas BHMN atau BHP scjatinya
adalah memberikan keleluasaan atau otonomi
kepada perguruan tinggi untuk meningkatkan
kualitas melalui kemanodirian. Tetapi
kemandirian atay otonomi ini dipakai dasar
untuk menghimpun dann dard  masyambal
semaunya, Peningkatan kualitas pendidikan
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inggt tentu menjodi dombaan semuon orang.
an, menurut saya  peningkatan  kualitas
ukndemik tidak harus ditalui dengan mengubal
status kelembagnan, Jikn masalahnya dana,
maka sclain pendidikan menjadi tanggung
jawab pemerintah dan makanya harus
menyedinkan dany yang memadai masih ada
sumber menghimpun dana, vakni  melalui
penelitian dan bekerjasama dengan
memanfaatkan para shli yang dimiliki setiap
pergurisan tinggi duan juga sarana laboratoriom
dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga
terkail. Lewal kerjasama pemantistan sarana
lnhoratorium bisa diperoleh dana, Sayengnya,
penelitian belum menjadi program prioritas di
perguruan tinggi kita,

Secarp jujur dari tiga ftugas
konvensional PT, yakni pendidikan dan
pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat, PT baru serivs menjalankan tugas
yung pertama. D negara yang sudah maju
perguruan tinggi bisa bermintra dengan baik
dengan  masyarakat, termasuk masyarakat
iunis usaha. Hasil penelitian dibeli dan diberi
hak paten schingga semokin banyak hasil
penclitian yang berkualitas semakin besar dana
yang diperolch. Persoalannya selain PT kita
belum menggarap serius masalah penelitian,
parn dosennyn juga belum menjadikan
penclitain schagai saluh satu’ kebutuhan pokolk
scorang  akedemisi, Kalavpun melakukan
penclitian wmumnya sebatas untuk
kepentingan kenaikan pangkat. Akibatnya,
walm pangkat akademik sudak tinggi bahkan
puncak pengetabuan penelitian sangat kurang.
Untuk itu, memang diperlukan sebuoah
kebijakan bagaimana menjadikan penelitian
menjadi  aktivitas miah par dosen dan

anggota sivitas akademika yang lain. Selain ity
perlu dibangun sikap saling percayn antara
perguruan tinggl, pemerintah dan dunta usaha,

Selain penggalian dana dari penelitian
dan kerjasama, perguruan linggi bisa
memperoleh dana dari anggaran 20 % APHN
yang dialokasikan untuk pendidikan, Inj
tinggal menunggu political will darl
pemerintah. Seriuskah pemenintah TRENngan
pendidikan? Konskuenkah pemerintah yang
sering mengatakan bahwa masa depan dan
kemajuan bangsa terlctak pada pendidikan.
Jika pendidikan baik, maka masa depan bangsa
akan baik pula, Ini harus dibuktikan secarn
lebih serius, Jika hanya dalam waktu semalam,
pemerintah bisa mengeluarkan dana 6,7 trilyun
untuk nalangi bank yang bangkrut dan setelah
itu danannya dirampok, mengapa pemerintah
merelakan perguruan tinggi menghimpun dana
dari masyarakat yang kondisi sosial
ekonominya beragam,

Selain pemanfastan dana dari aloka
20% APBN, dana pendidikan juga bisa
dihimpun dari pajak. Daripada dikemplang
Gayus, apa tidak lebih baik dana pajak untuk
mengembangkan pendidikon yang hasiloya
unhik pembangunan masa depan bangsa,
Karena itu, tertangkapnya Gayus dkk yang
berbarengan dengan pembatalan UL BHP bisa
dipakai schagai momentum bagi pemerintah
untuk melakukan penataan perguruan tinggi
secarn menyeluruh dan pongelolaan pajak
sccara febih profesional. Masih ada harapan
bagi anak negeri ini untuk MENECnyam
pendidikan yang baik, jika dama negara
dikelols dengan baik dan kebocoran biga
ditekan,
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